BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 154 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai
Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakan
nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan
dalam upaya menciptakan pegawai yang profesional,
akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga
terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil
yang tinggi;

bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan
hukuman disiplin dilakukan secara tepat guna dan
berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan
hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan
Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968



h >‘,,.N<)-mox" 31 Tambahan Lembaran Negara Repubhk i S

" Indonesia Nomor 2851), -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur"“ i

Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negarag e

Republik Indonesia Nomor 5494); e
Undang-Undang Nomor 23" Tahun 20 14 tentang‘ ‘

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk g

 Indonesia Tahun ' 2014  Nomor 244,  Tambahan
'~ Lembaran Negara Nomor 5587), sebagalmana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang - . E
- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan o
antara Pemerintah Pusat dan Pemermtah Daerah o

o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

~ Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
| Indone31a Nomor 6757);"
Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ‘

'~ Manajemen’ Pegawal Negeri | Slpll (Lembaran Negaraj, i
" Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan =~
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 6037) - |
.~ sebagaimana telah. d1ubah dengan Peraturan
EE Pemerintah Republik Indonesm Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas ' Peraturan Pemermtahf

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai -

Negen Slpll (Lembaran Negara Repubhk 'Indonesia  ‘

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara_,3 i

Repubhk Indonesia Nomor 6477); Gt
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentangf

" Disiplin Pegawa1 Negeri Slpll (Lernbaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2021 . Nomor 202, Tambahan‘

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 67 18), :

Peraturan Badan Kepegawalan Negara Nomor 6

' Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan;‘ g
3 Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Dlslphnj :
Pegawai Negeri Slp1l (Benta Negara Repubhk Indone31a [
Tahun 2022 Nomor 384);" : : '

. Peraturan Daerah Kabupaten Ta31krnalaya Nomor 1 . :
- Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk S
'~ Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 1

: Tasﬂcmalaya Tahun 2016 Nomor 1), R #
Peraturan Daerah Kabupaten Tas1krnalaya Nomor 3 |

Tahun 2016 " tentang Urusan Pemenntahan yang .
L MenJadl‘ Kewenangan Pemenntahan ‘ Kabupaten‘ |

. Ta31kma1aya Tahun 20 16 Nornor 3), =

Tasﬂcmalaya s (Lembaran o Daerah i Ka{bupaten‘ :
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MEMUTUSKAN

Menetapkaﬁ = "._‘TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 'BAGI

“ PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA S A S A :

, BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dunaksud dengan

Bupati adalah Bupati Tasﬂcmalaya

‘Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasﬁcnlalaya Co ST S
Pemenntah Daerah adalah Bupau ‘sebagai unsur penyelenggaraz e
Pemerlntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan e

yang menjadi kewenangan daerah otonom

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan Dewan Perwakllan'
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemenntahan yang,f

menjadi kewenangan Daerah SIS

‘Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya d1$1ngkat ASN adalah profe31 bag1 TRt

pegawai negeri sipil dan pegawai pemenntah dengan peljanjlan kerja yang :,‘

- .- 'bekerja pada instansi pemerlntah : e
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dlsmgkat PNS adalah warga negara S

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dlangkat sebaga1 Pegawal“‘ ”

‘Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh: Pe_]abat Pemblna Kepegawalan o S

untuk mendudukl _]abatan pemerintahan.

‘ PeJabat Pembina Kepegawaian adalah peJabat yang mempunya1 N
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemmdahan, dan pemberhentlan -
- Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembmaan Manajemen Aparatur Sipil

Negara di instansi pemenntah ‘sesuai’ dengan ketentuan peraturan‘ :

perundang—undangan

. . Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah peJabat yang d1ber1 Wewenang “
" menjatuhkan hukuman d1s1p11n kepada PNS yang melakukan pelanggaran A

disiplin. S
Pejabat. P1mp1nan T1ngg1 adalah Pegawa1 ASN yang menduduk1 Jabatan L

- Pimpinan Tinggi. _ ety
‘ZPeJabat Administrator ada.lah Pegawa1 ASN yang bertanggung Jawab‘?“ :
‘memimpin pelaksanaan seluruh - keglatan pelayanan : pubhk serta.

- administrasi pemermtahan dan pembangunan ‘ ‘ (e L G
- Pejabat Pengawas = adalah Pegawai ASN yang bertanggung Jawab ]
fmengendahkan pelaksanaan keglatan yang dllakukan oleh pe]abat’f :

pelaksana.. ‘
Pejabat - Fungsmnal adalah Pegawa1 ASN yang mendudukl Jabatan

: Fungs1ona1 pada instansi pemenntah : PR
‘Masuk Kexja adalah keadaan melaksanakan tugas ba1k d1 dalam maupun SRR

: di luar kantor
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21.

22, o
| ‘martabat, = citra, _kepercayaan nama  baik' ' dan/atau mengganggu S
kelancaran pelaksanaan tugas = Unit Kega mstans1, | dan/ atau
pemerintah/negara. et Lo ST

PNS wa_]lb

L Pungutan d1 luar ketentuan adalah pengenaan blaya yang tldak' S

seharusnya  dikenakan atau penyalahgunaan Wewenang untuk

‘mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentmgan pnbad1 N
‘atau pihak lain baik dilakukan secara sendm-sendm atau bersamasama.

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS; =
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan T

Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam ker_;a

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dxjatuhkan oleh Pejabat yang “i
‘Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Dlslphn

PNS.

“Tim Pemeriksa adalah tim yang bers1fat ad hoc d1bentuk oleh pejabat yang e
‘berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat penntah untuk ST
melakukan pemeriksaan terhadap Pegawa1 ‘yang - diduga melakukan
pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman DlSlplll’l tlngkat sedang et

dan/atau berat.

“Secara tertutup adalah pemenksaan hanya d1had1r1 oleh PNS yang dlduga &y
B melakukan Pelanggaran Disiplin dan pemeriksa. | ¥ ;
19.

Badan Pertlmbangan Penjatuhan Hukuman D1s1p11n selan_]utnya d1sebut

BPPHD adalah lembaga non struktural yang berkedudukan langsung di S

- bawah dan bertanggung Jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawalan e
~dalam pembenan rekomendasi pen_]atuhan hukuman dlslphn PNS. | :

20.

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat dltempuh oleh PNS yang ; ~

~tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dgatuhkan kepadanya SR
Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang LRSS

bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi. -
Dampak Negatif adalah dampak yang memmbulkan turunnya harkat

S0 BAB II .
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Baglan Kesatu T
‘Umum -

Pasal 2

PNS Wa_ub menaat1 kewa_uban dan menghmdan larangan

‘Ketentuan sebaga1mana dlmaksud pada ayat ( 1) berlaku ba1k d1 dalam g

~ maupun d1 luar Jam ker_]a

Bag1an Kedua
Kewajlban
‘ Pasal 3 o

a setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasﬂa, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia- Tahun 1945 Negara Kesatuan Repubhk
Indones1a dan Pemenntah | ‘ : _ ‘




¢. melaksanakan kebljakan yang dltetapkan oleh Pejabat pemenntah yang , : =

(2)

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

berwenang,

d. menaati ketentua.n peraturan perundang—undangan, :

e. melaksanakan tugas kedlnasan dengan penuh pengabd1an, ke_)u_]uran,‘ ‘
~ kesadaran, dan tanggung _]awab ‘ R RE Rt

f menunjukkan 1ntegr1tas dan keteladanan dalam 31kap, pemlaku =
~ ucapan, dan tindakan kepada setxap orang, ba1k d1 dalam maupun, dl e

luar kedinasan;

3 | menylmpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasm‘ 8 v
o Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan R
h. bersedia d1tempatkan di seluruh wﬂayah Negara Kesatuan Repubhk ST R

Indonesia.

:Selam memenuhl kewajlban sebagalmana d1rnaksud pada ayat ( 1), PNS‘ g
_ wajib: ‘ E ‘ ‘
~a. menghadiri dan rnengucapkan sumpah/ _]an_]l PNS

| b. menghadln dan mengucapkan sumpah/ janji Jabatan

| 8. j‘menggunakan dan- memehhara barang rmhk négara dengan sebalk-j‘ s B

o

c. mengutamakan kepentingan | negara danpada kepentlngan pnbadl,‘_: i L

o seseorang, dan/atau golongan;

] d -melaporkan dengan segera kepada atasannya apablla mengetahu1 ada‘ A "

‘hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau meruglkan
‘;keuangannegara,‘ : SRR T SR SR,
e. melaporkan harta kekayaan kepada peJabat yang berwenang sesual‘ |
- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; . = - i ‘
f. ‘Masuk Kerja dan menaati ketentuan j jam kexja, e e

- baiknya;

| ‘h.  memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan:

‘kompetens1 dan

i. ‘menolak segala bentuk pemberlan yang berkaltan dengan tugas dan it

fungsi kecuali penghasilan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan o :

1 Bagiah Ketiga( - iz

Larangan
. : v Pasal 4 .
gPNS dllarang R
a. l'menyalahgunakan wewenang, ‘ : 5 N P
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan prlbadl dan/ atau

' orang ‘lain dengan menggunakan kewenangan orang 1a1n yang dlduga e
~ terjadi konflik kepentmgan dengan’ _]abatan S : . :
menJadl pegawai atau bekelja untuk negara lain; : . . ‘
. bekelja pada lembaga atau organ1sa31 1nternasmna1 tanpa 1zm atau tanpa
3 dltugaskan oleh PeJabat Pembina Kepegawa_tan, ‘ ‘ LN M
?‘bekelja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya L _ 
‘ masyarakat asmg kecuah d1tugaskan oleh Pe_]abat Pemblna Kepegawalan e
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91‘

:memlhkl | menjual membeh, menggadalkan, ﬁenyeWakan atau : :
'memmjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen, atau_ f _

surat berharga milik negara secara t1dak sah;"

melalmkan pungutan di luar ketentuan, ‘ ‘
melakukan keglatan yang merugikan negara, i
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan,

; menghalangl ber_;alannya tugas kedinasan; - : R
‘menerima hadlah yang berhubungan dengan Jabatan dan / atau pekexjaan, S
= memmta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan s Ao

“melakukan  tindakan atau tidak melakukan tlndakan yang dapat‘]
_“mengaklbatkan kerugian bag1 yang d11ayan1 dan L ‘

 memberikan dukungan kepada  calon Pres1den / Wakil Pre81den, calon |

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakllan e
Rakyat, calon anggota Dewan Perwakllan Daerah atau calon anggota B
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: ‘ M

N llkut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atnbut partm atauv
~atribut PNS; ‘ |

3. sebaga1 peserta kampanye dengan mengerahkan PNS la1n, : e
. “sebaga1 peserta kampanye dengan menggunakan fasﬂltas negara;

N

.masa kampanye;

6. .mengadakan kegiatan yang mcngarah kcpada keberplhakan terhadap » [

‘pasangan calon yang menjad1 peserta pemllu sebelum, selama, dan -
» ‘sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, h1mbauan
' 'seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 11ngkungan umt
. kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat dan/atau’ ‘

| 7. ‘. ~memberikan surat’ dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk

‘atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

= : BAB m ‘ ‘

- HUKUMAN DISIPLIN -

 Bagian Kesatu
‘Umum
Pasal 5

‘PN S yang tldak menaat1 ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3

dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin. ‘ :
Setiap Pelanggaran DlSlplln oleh PNS yang berupa ucapan, tuhsan atau

' perbuatan PNS baik dllakukan d1 dalam maupun d1 luar Jam ker_la duatuhl :
‘ ;Hukuman Dlslplm : : - Sy .

“membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau ‘
~ merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah[‘ e
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S Baglan Kedua ey
Tlngkat dan Jems Hukurnan D1s1pl1n

o Paragraf 1
Umum

: Pasa16 e
Tlngkat hukuman dls1p11n terdm dan

ca. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang, atau
c. hukuman disiplin berat. :

Jenis Hukuman stlplm rlngan sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) L
“huruf a terdiri atas: : . o ,

a. teguran lisan;
b. teguran tertuhs atau

~ ¢. pernyataan tidak puas secara tertuhs ‘ ‘ : : o -
Jenis Hukuman Disiplin sedang sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)‘

huruf b terdiri atas:

‘a. - pemotongan tun_]angan klnexja sebesar 25% (dua puluh hma persen) ma

‘ selama 6 (enam) bulan;

b.' pemotongan tun_]angan klnerja sebesar 25% (dua puluh hma persen) ' a4

~selama 9 (sembilan) bulan atau -

© pernotongan tunjangan kinerja Sebesar 25% (dua puluh hma persen) S

selama 12 (dua belas) bulan.

‘Jems ‘Hukuman Dlslphn berat sebagmmana dlmaksud pada ayat ( 1)”
“huruf c terdiri atas: ‘ ”

a. penurunan _]abatah setmgkat leblh rendah selama 12 (dua belas) bulan =
b. pembebasan dari _]abatannya menJadl Jabatan pelaksana selama 12 o

" (dua belas) bulan; dan

c.  pemberhentian dengan hormat t1dak atas permmtaan sendxn sebagal &

PNS

Paragraf2 RaS ‘f TP
Hukuman D1s1p11n Rlngan il

: Pasal 7 T
Hukuman DlSlplln rlngan dl_]atuhkan kepada PNS yang

‘a. melanggar kewa_]lban yang mem1hk1 Dampak Negatlf pada Umt Kerjaﬁ:_ v |

“yang berupa: £
1. lmelaksanakan kebl_]akan yang dltetapkan oleh pejabat pemenntah‘ ”
.. yang berwenang, : SR : o ‘ ‘
2. 'menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, i ‘
3. melaksanakan tugas kedmasan dengan penuh pengabdlan
‘kejujuran, kesadaran dan tanggung _]awab : :

4. 'menunjukkan mtegrltas dan keteladanan daiam 31kap, penlaku '

‘ucapan, dan undakan kepada setlap orang, ba1k d1 dalam maupun G
di luar kedmasan : S



(2)

(1

5 vwﬂ_menylmpan rahas1a Jabatan dan hanya dapat mengemukakan_'
~ ‘rahasia jabatan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang- PEETE

' undangan; dan

6. -bersedia d1tempatkan di seluruh wﬂayah Negara Kesatuan Repubhk‘ ¥ i

" Indonesia;

. tidak memenuhi ketentuan, yang mem111k1 Dampak Negauf pada Un1t |

- Kerja:

1.. mengutamakan kepentmgan negara danpada kepentmgan pnbadl,‘. S
'seseorang, dan/atau golongan; By |

2. menggunakan dan memehhara barang—barang m111k negara dengan L S

'sebalk—balknya, dan

3. ‘_membenkan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan ; s

kompetens1 | | \ &
tidak memenuhi ketentuan Masuk Ker_]a dan mcnaatl Jam kelja, yang

: berdampak pada Unit Kelja, dengan ketentuan sebaga1 benkut

1 PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tlga)‘ 3

" hari kerja dalam 1 (satu) tahun- bexjalan dl_]atuhl Hukuman D131p11n LA

- ‘berupa teguran lisan;

o PNS yang tidak Masuk Kelja tanpa alasan yang sah selama 4 ‘

" (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam: 1 (satu) tahun‘ L
- berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertuhs, dan .
3. PNSyang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama7 (tuJuh) NN
. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1. (satu) tahun =
: ber_]alan dl_]atuhl Hukuman D131p11n berupa pemyataan tldak puas SR

secara tertulis.”

1Hukuman Disiplin ringan dljatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan‘ L
‘yang memiliki Dampak Negatlf pada Unit Kelja yang berupa
a.

mermhk1 menjual, membeli, menggadalkan,' menyewakan, atau

meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen g {

atau surat berharga milik negara secara tldak sah

o ‘melakukan kegiatan yang merugikan negara; ‘
. . bertindak sewenang-wenang terhadap | bawahan dan

menghalangl ber_]alannya tugas kedmasan

Sy Paragraf 3okt
g Hukurnan Dlslphn Sedang

Pasal 8

Hukuman D1s1p11n sedang dl_]atuhkan kepada PN S yang

Ca.

melanggar kewa_uban menjaga persatuan ‘dan kesatuan bangsa yang, ‘

“memiliki Dampak Negatlf pada Umt Kelja dan / atau 1nstan81 PNS yang 5 ‘

bersangkutan e

melanggar kewajlban yang memlhkl Dampak Negauf pada mstan81 PN S & |

yang bersangkutan yang berupa ol R

1. melaksanakan kebljakan yang dltetapkan oleh peJabat pemenntah s
yangberwenang, SO SRIEE T

2 menaa’u ketentuan peraturan perundang—undangan, G




3

6.

melaksanakan tugas kedmasan yang dlpercayakan kepada PNS |

dengan penuh pengabdlan, ke_]u_]uran kesadaran, dan tanggung
- jawab;’ '
: menunjukkan mtegntas dan keteladanan dalam sikap, penlaku

ucapan, dan tmdakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun
di luar kedinasan;

‘menyimpan rahasia. jabatan dan hanya dapat mengemukakan

rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan ,

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

tidak memenuhi ketentuan:

1.
2.

3.

menghadln dan mengucapkan sumpah/ janji PNS tanpa alasan
yang sah; - ‘

menghadln dan mengucapkan sumpah /janji Jabatan tanpa alasan
yang sah; dan

melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bag1

‘ 'pe_]abat adrmmstrator dan pejabat fungsional;
. t1dak memenuhi ' ketentuan, yang mermhkl Dampak Negatlf pada

instansi yang bersangkutan:

1. mengutamakan kepentingan negara danpada kepentingan pribadi,
seseorang, dan/atau golongan; | ‘

2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau
merugikan keuangan negara;

3. menggunakan dan memelihara barang-barang m111k negara dengan
sebaik-baiknya; dan

4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

- kompetensi;

tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam
kerja dengan ketentuan sebagai berikut: :

1.

PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11
(sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu)

| tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan

- tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh hma persen) selama 6
~ (enam) bulan;

.- PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14
‘(empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1

(satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa

- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima

. persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17

‘(tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1
(satu). ‘tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan.
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(2) Hukuman D1s1p11n sedang dljatuhkan kepada PNS yang melanggar
ketentuan larangan:
a. yang mermhk1 Dampak Negatmf pada instansi yang bersangkutan yang
" berupa:
1. memiliki, menjual membeh menggadeukan, menyewakan, atau
R memmjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak,
- dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
4., melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan‘yang dapat
' mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
5. menghalangi ber_;alannya tugas kedmasan
b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif
pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
' ¢. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon
kepala daerah / wak11 kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ‘c‘alon angggta‘ Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

7 bParagraf 4 |
Hukuman Disiplin Berat

Pasal 9

1) Hukuman DlSlphn berat dgatuhkan kepada PNS yang:
a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
- Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak
. Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara.
" b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatlf pada negara yang
berupa
1. men_]aga persatuan dan kesatuan bangsa
2. melaksanakan kebljakan yang dltetapkan oleh pejabat pemenntah
yang berwenang,
-3 menaatl ketentuan peraturan perundang-undangan
" 4, melaksanakan tugas ~kedinasan dengan ‘penuh  pengabdian,
~ kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
5. menunjukkan mtegntas ‘dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
 ucapan, dan tindakan kepada set1ap orang, baik di dalam maupun
.~ diluar kedinasan;
6. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- undangan termasuk menjunjung tinggi - kehormatan negara, ‘
pemerintah, dan martabat PNS; dan '
7. bersedia dltcmpatkan di seluruh w11ayah Negara Kesatuan chubhk
Indonesia;



(2)

C.
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tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara
dan/ atau pemermtah yang berupa:

: 1. mengutamakan kepentmgan negara danpada kepentingan pribadi,

seseorang, dan/atau golongan, dan

2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hal yang dapat- membahayakan keamanan nega_ra atau
meruglkan keuangan Negara;

t1dak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat
~yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;

- tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaatl ketentuan Jam
kerja dengan ketentuan sebagai berikut: :

1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua

puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam
1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa

B ‘penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan;

2. PNS yang tidak Masuk Ker_|a tanpa alasan yang sah selama 25 (dua

puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam
-1 . (satu) tahun berjalan dijjatuhi Hukuman Disiplin berupa
pembebasan dari Jabatannya men_]adl Jabatan Pelaksana selama 12
: (dua belas) bulan; | :
3. PNS yang tidak Masuk Ker_]a tanpa alasan yang sah selama 28 (dua
. puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan
dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat
‘tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
4. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus‘
menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin
' berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS;
tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan
" ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman Disiplin berat dljatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan

o a.
b.

- yang berupa:

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang la1n yang diduga
terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga

~atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh
' Pejabat Pembina Kepegawaian;

bekexja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian,;
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e. yang mem1hk1 Dampak Negatlf pada negara dan / atau pemermtah yang
- berupa: ‘ : .
1. mem1hk1 men_]ual membeh menggadalkan, menyewakan, atau
' memlnjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak,
‘dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah dan
o 2. | melakukan pungutan di luar ketentuan.
f. menerima hadlah yang berhubungan dengan _]abatan dan/ atau
pekerjaan; :
g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan _]abatan dan
h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS 1a1n,

2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye;

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

‘lingkungan Unit Kexjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
dan/atau -

5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Paragraf 5
Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja
dan Menaati Ketentuan Jam Kerja

Pasal 10

' (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam

kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu

‘mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang
bersangkutan : :

(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin d1t1ngkatkan men_]ad1 lebih berat dari

'~ Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak

Masuk Kerja tanpa alasan yang . sah telah mencapa1 jumlah yang telah

dltentukan

Pasal 11

(1) PNS yang t1dak Masuk Kerja dan tidak menaatl ketentuan jam kerja tanpa

"alasan yang sah secara terus menerus. selama 10 (sepuluh) hari kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e angka 4,
dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
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- (2) Penghentlan pembayaran gaJ1 bagl PNS yang tidak Masuk Kexja dan tldak
menaati ketentuan jam kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) t1dak
perlu menunggu keputusan Hukuman Dlslphn

| BABIV D |
PEJABAT YANG BERWENAN G MENGHUKUM
Pasal 12

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
b Pejabat P1mp1nan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara,
‘C. Pejabat Admm1strator atau pejabat lain yang setara; dan.
d PeJabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.. |

Pasal 13

Pejabat Pembma Kepegawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a |
menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

‘a. Pejabat leplnan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman
Disiplin ringan, sedang, dan berat; ’
b. . Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di hngkungannya, untuk Hukuman
. Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setmgkat:
- lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari Jabatannya
menJadl Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
c. . Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman
Disiplin sedang dan berat; dan
d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsmnal jenjang Ahli Utama di
lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

- Pasal 14

o PeJabat lepman Tinggi- Pratama atau pejabat lam yang setara sebagaimana
~dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berwenang menJatuhkan Hukuman D1s1p11n :

bagi:

a. ringan bagl PNS di hngkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya, :

b. sedang bagi PNS di llngkungannya yang berada 2 (dua) tlngkat di
bawahnya; dan .

c. nngan dan sedang bagi PeJabat Fung31onal di hngkungannya

Pasal 15

1) Pe_]abat Admlmstrator atau pcjabat lain. yang setara sebagalmana |
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berwenang menjatuhkan Hukuman
Disiplin bagi:

a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tlngkat di bawahnya dan bagi
Pejabat Fungsmnal jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan :




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS

yang menduduki Jabatan F‘ungsmnal jenjang Ahli Pertama di
lingkungannya. _
Dalam hal tidak terdapat Jabatan admm1strator pada Unit Kerja, Pejabat
Fungsmnal jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman

- Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya..
'Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada
~ ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 16 .
Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi
Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
b. ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2° (dua)
tingkat di bawahnya.
Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut,

Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan
Hukuman Disiplin nngan bagi PNS yang berada 1" (satu) tlngkat di

- bawahnya.

Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 17

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan
Pasal 16 merupakan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas
tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a.

b.
c.

(1)
(2)

3)

(4)

direktur rumah sakit umum daerah, setara dengan’ Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama;

kepala unit pelaksana tekms daerah setara dengan PeJabat Pengawas dan

‘kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas.

e | Pasal 18
Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib. menjatuhkan Hukuman

- Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin,
pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya..

Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang

-Menghukum sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman

Disiplin yang lebih berat.

Penjatuhan Hukuman Dls1phn kepada Pejabat yang Berwenang
Menghukum dilakukan secara bexjenjang
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Pen_]atuhan Hukuman DlSlphn kepada Pe_]abat yang Berwenang _
Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagalmana -
dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.”

Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pe_]abat yang Berwenang

Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman ‘

Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 19

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka

~ kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat

yang lebih tinggi.

(1)
(2)

(3)

“

(S)

&

BABV
PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

Bag1an Kesatu . -
Pemanggllan

- Pasal 20 : : i
PNS yang diduga melakukan Pelanggaran D1s1phn, dlpanggll secara tertuhs
untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. .

Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin, dilakukan pallng lambat 7 (tu]uh) han ker]a sebelum tanggal
pemeriksaan.

Format panggilan tertulis sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan baglan tidak terplsahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Dalam hal PNS tidak memenuhi panggllan sebagaimana, dlmaksud pada
" ayat (2), dilakukan pemanggllan kedua paling lambat 7 (tu_]uh) hari kerja
- sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan dlpenksa sesuai surat

panggilan yang pertama.

‘Dalam hal PNS yang bersangkutan tldak hadlr pada tanggal pemenksaan

kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan _
Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa

: dxlakukan pemenksaan

Bagian Kedua

- Pemeriksaan
- Paragraf 1
Umum

Pasal 21 .

Dalam menentukan tanggal pemenksaan atasan langsung atau Tim
Pemeriksa memperhatikan waktu yang dlperlukan untuk menyampa:lkan
dan dltenmanya surat panggllan SR ‘ S :



@)

(3)

-1

(@)

(3)

@

1)
)
3)

(4)

(S)

~ dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran

(6)
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Sebelum dilakukan pemenksaan, atasan langsung atau T1m Pemeriksa
mempelajari lebih dahulu setiap laporan atau seluruh bahan mengenai
Pelanggaran Dlslphn yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Pemeriksaan hanya diketahui dan d1had1r1 oleh PNS yang dlpenksa dan‘ “
pemeriksa.

* Paragraf 2 "‘
Tim Pemeriksa

Pasal 22

Tim Pemeriksa dapat d1bentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Dlslphn‘

yang ancaman hukumannya sedang.

Tim Pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Dlslphn
yang ancaman hukumannya berat.

Kewenangan pembentukan Tim Pemeriksa. sebagaimana dlrnaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawalan atau
Pejabat lain yang ditunjuk.
Format keputusan mengenai pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan N

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini. .

| - Pasal 23 _ ‘ _
Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari 1‘1ns‘1‘,1‘r‘
atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) T1m Pemenksa dapat
melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. : S
Susunan Tim Pemeriksa sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) terd1r1 atas |
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan
C. pahng kurang 1 (satu) orang anggota ' : L
Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus mem1hkl Jabatan
paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.
Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap

Disiplin, atasan langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang
Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait. »
Tim Pemeriksa bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu
dugaan = Pelanggaran DlSlphn yang dﬂakukan seorang PNS selesa1f
dilaksanakan. : :

- Pasal 24

Dalam hal PNS yang d1duga melakukan Pelanggaran D1s1p11n mendudukl‘
jabatan Sekretaris Daerah yang memerlukan pembentukan t1m pemenksa, yang
menjadi unsur tim pemeriksa mehput:l ,

a.
b.

Bupati/Walikota; dan

Pejabat di lingkungan Pemennta.h Prov1ns1




(1)

-(2):
(3)
4 @ .

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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| Paragraf 3
Pelaksanaan Pemenksaan

Pasal 25

Pemerlksaan Pelanggaran Disiplin dllakukan secara tertutup mela1u1 tatap | :
muka langsung maupun secara virtual. ‘

'PNS yang diperiksa wajib menJawab segala pertanyaan yang dlajukan oleh ‘

atasan langsung atau tim pemeriksa. o
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemenksaan dan

‘dlgunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin.

'Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4) harus menyebutkan
‘ Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. .

Dalam hal PNS yang diperiksa sebagalmana dimaksud pada ayat (2) o

mempersuht pemeriksaan, maka hal tersebut dltuangkan dalam berita
acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan ,
penjatuhan Hukuman DlSlphn : : ‘

| E Pasal 26 _ ‘ . | |
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung
PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat,
atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk d1serta1 Ber1ta Acara
Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa. | '
Dalam hal menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan

- Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan

langsung PNS yang bersangkutan, maka atasan langsung wajib
menjatuhkan Hukuman Disiplin. '

Dalam hal menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan pejabat
yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki
disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

- Format berita acara pemeriksaan dan 1aporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. S n ‘

Pasal 27

Dalam hal pada berita acara pemeriksaan terdapat informasi atau
keterangan yang dianggap tidak sesuai, maka PNS yang diperiksa harus
memberitahukan  kepada pemeriksa, dan pemeriksa - wajib
memperbalkmya ' ——

Dalam hal PNS yang dlperlksa tldak bersedla menandatangani berita acara
pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh
pemeriksa dengan memberikan keterangan bahwa PNS yang diperiksa
tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
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Berita acara ‘pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang
diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dl_]adlkan sebaga1
dasar untuk menJa'cuhkan Hukuman D131p11n | o
Pasal 28 |

PNS yang telah dlpenksa berhak mendapat sa_hnan benta acara pemenksaan

(1)

()

(3)

Pasal 29

Hasil pemenksaan unsur pengawasan dan/ atau umt yang mempunya1

tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara
pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang
diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. . :
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara,
maka’ atasan langsung atau tim pemeriksa Wajlb berkoordma31 dengan o
aparat pengawas intern pemerintah. -

Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat
pengawas intern . pemerintah merekomendasikan = Pejabat Pembma ‘
Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

" Pasal 30

Dokumen surat panggilan, berita acara pemenksaan, dan bahan lain yang

)

(2)

menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia.

Paragraf 4
Pembebasan Sementara
Pasal 31 |

Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang dlduga melakukan Pelanggaran'
Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat
dibebaskan sementara dari tugas _]abatannya oleh atasan langsung seJak |

~ yang bersangkutan diperiksa.

Pembebasan sementara sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal pemeriksaan Pelanggaran DlSlplln mengganggu bexjalannya

. tugas kedinasan.

(3)
@)
(5)

Pembebasan sementara dari tugas Jabatannya sebaga1mana dlmaksud
pada ayat (2) berlaku sampa1 dengan dltetapkannya kcputusan Hukuman
Disiplin. e : : ‘ ‘
Selama PNS sebagaumana dlmaksud pada ayat (3) dlbebaskan sementara
dari tugas jabatannya, dlangkat pe_]abat pelaksana harian.

PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tetap Masuk Kerja dan_ diberikan hak-hak
kepegawaiannya  sesuai - dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan.




(6)

(1)

(2)

(1)

()

(3)

(4)

19

Dalam hal atasan langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak ada,
maka pembebasan sementara darl tugas Jabatannya dllakukan oleh

. pejabat yang lebih tinggi.
(7).

Format keputusan ' mengenai pembebasan sementara sebagaJmana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lamplran yang merupakan baglan
tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini. :

BAB VI
- PENJATUHAN, PERTIMBANGAN, PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penjatuhan

Pasal 32

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Pasal 26 dan Pasal 27, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin. ‘

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber31fat
pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang

- melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan

berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan
datang.

Pasal 33
Sebelum menjatuhkan Hukuman D1s1phn Pejabat yang Berwenang
Menghukum wajib:
a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;

b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang
mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;

c. menilai hal yang memberatkan atau menngankan dalam pen_]atuhan

Hukuman Disiplin; dan

d. menilai dampak yang d1t1mbu1kan dari Pelanggaran Disiplin yang
dilakukan. . '

Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

“harus disebutkan Pelanggaran DlSlplln yang dilakukan oleh PNS yang

bersangkutan.

Dalam hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran Dlslphn yang
jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong
serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang
Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum,
kewenangan menjatuhkan Hukuman Dls1phn menjadi kewenangan pejabat

: yang lebih tinggi.




Pasal 34

PNS yang menduduk1 Jabatan Fungsmnal yang melakukan Pelanggaran‘j  3 -
Disiplin berat dan dl]atuhl Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan
setmgkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagar o

o benkut ‘ ‘ s

a. penurunan Jabatan setlngkat 1eb1h rendah d1makna1 sebaga.1 penurunan S

: _]enJang jabatan setingkat lebih rendah; S -
b.. dalam hal Jabatan Fungsmnal memiliki j _]en_]ang keahhan dan keterampllan,‘ |
S ‘maka ] penurunan Jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang: menduduk1 :

e Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknai sebaga1 penurunan :
‘ _]abatan menjadl Jabatan Fungsional jenjang Keterampllan Penyeha, R
c. fvdalam hal suatu Jabatan Fungsional hanya ; mem111k1 Kategorl Keahllan;

-~ maka PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang

| dl_]atuhl Hukuman Disiplin berat berupa penurunan _]abatan setlngkat lebih o

rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam

Jabatan Pelaksana dengan kelas Jabatan setlngkat leblh rendah dan S8 ’

. Jabatan semula; .

d:  PNS yang menduduki Jabatan Fungsmna] Jen_]ang Kategorl Keterampﬂan e
‘dengan Jenjang ‘terendah yang dijatuhi Hukuman Dlslphn berat berupa ‘-

‘penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas R

' jabatan setingkat lebih rendah dan jabatan semula, dan

.e. PNS yang menduduki Jabatan F‘ungsmnal jenjang Ahli Madya yang dl_]atuhl ol
i ': Hukuman Disiplin berupa penurunan _]abatan setmgkat lebih rendah 1T
' selama 12 (dua belas) bulan, ‘maka batas usia pensiunnya mengikuti.

| | g Jabatan terakh1r setelah yang bersangkutan dljatuh1 Hukuman D131phn

Pasal 35

L Dalam hal PNS yang menjalanl penugasan akan dl_]atuhl Hukuman Dlslphn :

yang bukan menjadi kewenangan Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka

E Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan penjatuhan Hukuman: Dlslphn R
‘ kepada Pe_]abat Pembina Kepegawalan pada mstan31 1nduknya dlsertal benta i

~ acara pemenksaan

Pasal 36

(1) ~ PNS yang dlduga melakukan Pelanggaran Dlslphn dan perbuatan yang .
o dilakukan ‘terindikasi ~melanggar  ketentuan - peraturan ‘ peru.ndang— ,
ot _“undangan pldana, tetap dapat dllakukan pemanggllan, pemenksaan, dan;.“
o fpen.]atuhan Hukuman DlSlplln _ LT : S A
: [(2)‘ ‘Dalam hal PNS yang terindikasi . melanggar ‘ ketentuan peraturan '
SN perundang—undangan p1dana sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) yang :
mengakibatkan pemberhentlan tidak dengan hormat menurut peraturan ;
: perundang—undangan maka - proses - pen_]atuhan Hukuman Dlslphn -
menunggu putusan pengadllan yang berkekuatan hukum tetap ‘ :




(1)

@
. beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan -
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Bagian Kedua S
Pertimbangan N
Paragrafl S
Umum
Pasal 37 |

: Dalam menentukan Jems Hukuman Dls1p11n Pe_]abat yang Berwenang

Menghukum harus mempertimbangkan kesesualan jenis pelanggaran
dengan Hukuman D1s1p11n dan daxnpak dari Pelanggaran Disiplin.

‘Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemenksaan ternyata melakukan‘ o

o hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman D1s1phn yang terberat setelah s

Nl

@)

| mempernmbangkan pelanggaran yang dilakukan.

PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Dlslphn kemudlan melakukan
Pelanggaran DlSlplln yang sifatnya sama, ‘kepadanya dijatuhi Hukuman 8
Disiplin yang lebih berat dan Hukuman D1s1p11n terakhlr yang pernah

- dljatuhkan kepadanya
(4)

Ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) t1dak berlaku bag1 s
Pelanggaran DlSlplln tldak Masuk Kelja dan menaatl _]am ker_]a i ,

‘ : : Pasal 38 ‘
Pen_]atuhan Hukuman D1s1p11n kepada PNS yang berupa penurunan :

- jabatan setingkat leb1h rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Penjatuhan 'Hukuman D1s1p11n sebagalmana dimaksud. pada ayat (1)
‘ mempertlmbangkan formasi jabatan dan kesesualan kompetensx yang

- 'bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.

(3)

4

(5)

- (6)

I8

Hukuman Disiplin yang berupa penurunan Jabatan setlngkat leb1h rendah 3

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib d1t1ndak1anjut1 oleh PeJabat - |

Pembina Kepegawaian dengan menetapkan keputusan pengangkatan‘_ |

dalam Jabatan L
| PNS yang dl_]atuhl Hukuman Dls1p11n berupa penurunan Jabatan setlngkat T

lebih rendah 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlberlkan tunJangan;

R _]abatan sesuai dengan jabatan baru yang d1duduk1nya 1 ‘
" Setelah menjalanl Hukuman Disiplin yang. berupa penurunan _]abatan‘j

setmgkat lebih rendah selama 12 (dua' belas) bulan, maka PNS yang
bersangkutan tidak serta merta kembah kepada Jabatan yang semula :

‘ dldudukmya

Mekanisme untuk duduk kembali ke Jabatan yang semula, setlngkat atau

jabatan lain d11akukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—“‘

undangan.

Pasal 39

v_PNS yang telah selesa1 menjalam Hukuman Dlslphn berupa penurunan e
jabatan setingkat lebih rendah selarna 12 (dua belas) bulan, kemudlan“ L
- diangkat dalam jabatan semula, setmgkat atau Jabatan 1a.1n Wa_]lb d11ant1k e

B “dan d1amb11 sumpah/j _]an_]lnya




@

(1)
@

)

w
@

e

g (4)

K Hukuman d1s1p11n yang berupa pembebasan dar1 _]abatannya menjadl Jabatan
Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang. menduduki Jabatan TR
Pelaksana merupakan penurunan kelas _]abatan ke dalam kelas _]abatan S

‘Hukuman D131p11n yang berupa penurunan Jabatan setlngkat 1eb1h rendah;
bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas

Jabatan sehngkat 1eb1h rendah dari kelas Jabatan yang dldudukmya

Pasal 40 ‘

PenJatuhan Hukuman Dls1p11n berupa pembebasan dar1 Jabatannya S
menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan i ‘ _‘
Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaunana dlmaksud pada ayat . (1) |
‘mempertimbangkan formasi Jabatan dan kesesuaian | kompetens1 yang 3

bersangkutan dengan persyaratan _]abatan yang dltentukan

Hukuman Dlslphn yang berupa pembebasan’ dari Jabatannya men_]adl S
_]abatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . wajib

ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawalan dengan menetapkanx o
: keputusan pengangkatan dalam Jabatan i : S e :

Pasal 41

PNS yang d1_]atuh1 Hukuman D1s1phn berupa pembebasan darl Jabatannya- ot
men_]ad1 Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan sebagalmana‘ i
' dimaksud dalam Pasal 40 diberikan tunJangan Jabatan sesuai dengan: S

Jabatan baru yang dldudukmya

‘Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dan Jabatannya menjadl‘ St

Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan maka PNS sebagmmana

dimaksud pada ayat (1) tldak serta merta kembah kepada _]abatan yang; o
“semula didudukinya.
Mekanisme untuk duduk kembah ke Jabatan yang semula, setmgkat atau3 P L
- jabatan lain dllakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang— L d
‘undangan. | i
PNS yang telah selesa1 menjalam Hukuman D131p11n berupa pembebasan”; RER N
‘dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
~ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian diangkat dalam jabatan: -
© semula, setlngkat atau Jabatan lam wa_]lb d11ant1k dan d1amb11 sumpah/ o
‘Jan_]lnya o ‘ . ‘ o

Pasal 42

terendah

"

‘ S Paragraf 2 ; : et i
Badan Pernmbangan Pen_]atuhan Hukuman Dlslplm
L | Pasal 43 :

Dalam rangka men_]amln obJekt1v1tas penjatuhan Hukuman D1s1p11n
tmgkat sedang dan tmgkat berat d1bentuk BPPHD r : :
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(2) BPPHD sebaga:lmana dunaksud pada ayat (1) terd1r1 atas
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;

c. Asisten Sekretaris Daerah yang memb1dang1 admlmstra81 umum,
- d. Inspektur Daerah; ‘
e. Kepala Perangkat Daerah - yang menyelenggarakan ‘ ‘uruSan
kepegawaian; '

f. Pejabat Administator pada unit kerja yang membidangi hukum; dan
-g. Pejabat Administator yang membidangi ‘pembinaan pegawai . pada‘
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawalan
(3) . BPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
a. mengkaji, mengevaluasi dan meny1dangkan setiap hukuman yang akan
dijatuhkan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran d1s1phn
~berdasarkan laporan Tim Pemeriksa; = - s
"~ b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawalan :
dalam menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Daerah.

‘(4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPPHD sebagalmana dnnaksud -

pada ayat (3), dibentuk Sekretariat.

(5) Susunan organisasi- dan rincian tugas BPPHD dltetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Paragraf 3 »
Pelaksanaan Pembenan Pertlmbangan

Pasal 44

‘(1) vBPPHD memberikan pertunbangan penJatuhan Hukuman Dlslphn

berdasarkan laporan Tim Pemeriksa. :
(2) Pertlmbangan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dllakukan dengan‘_
tahapan: -
a. pengkajian;
b. evaluasi; dan '
c. sidang.

Pasal 45

Tahapan pengkajian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
dilakukan dengan mengkajl hasil pemenksaan yang dlsampalkan oleh Tim
Pemeriksa. ‘

Pasal 46

Tahapan evaluasx sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b
dilakukan dengan mengevalua31 hasil pengkapan sebaga1mana dlmaksud dalam
Pasal 41. , ‘




(2)
- ®
@

(5)
(1)
)
(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasabl‘ 47

Tahapan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c
dilakukan setelah tahap pengkajian dan evaluasi.

Sldang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dllakukan apablla
dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan musyawarah mufakat. ‘
Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)
tidak tercapai, pengambllan keputusan ditentukan dengan suara

| terbanyak.

Keputusan BPPHD bersﬁ'at kolektif koleglal

Pasal 48

Hasil pertimbangan BPPHD disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil sidang BPPHD diputuskan.
Hasil Pertimbangan BPPHD sebagaimana dimaksud ‘' pada ayat (1)
diusulkan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawauan sebagal
bahan pertimbangan lebih lanjut. ,

Hasil pertimbangan BPPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat
menguatkan, memberatkan atau menngankan Jems hukuman
berdasarkan hasil laporan Tim Pemeriksa.

Hasil pertimbangan BPPHD sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) sebaga1
dasar penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang dan tingkat berat. ..

~Bagian Kétiga =
Penetapan
v ~ Pasal 49 ‘
Setlap penjatuhan Hukuman Disiplin dltetapkan dengan keputusan
Pejabat yang Berwenang Menghukum. : N ‘
Format keputusan mengenai penjatuhan Hukuman DlSlplln sesuai

. ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Penyampa_lan Keputusan

Pasal 50

Penyampalan keputusan Hukuman D1s1phn sebagalmana dlrnaksud dalam |

Pasal 49 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pe_]abat ‘

‘lain yang ditunjuk.

Pejabat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) memanggll secara tertulis
PNS yang dijatuhi Hukuman D1s1phn untuk hadlr menenma keputusan
Hukuman Disiplin. S .




(3)

(4)

(5)
(6)

™
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@

(4)

(1)
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Keputusan Hukuman D131p11n d1sampa1kan secara tertutup oleh Pe_]abat
yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS
yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pe_]abat lain
yang terkait. A : : |
Penyampa1an secara tertutup sebaga1mana dlmaksud pada ayat (3)‘
merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya
diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin' dan pejabat yang -
menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.

‘Penyampaian = keputusan Hukuman - Disiplin dllakukan pahng"

lambat 14 (empat belas) hari kelja sejak keputusan Hukuman Disiplin

- ditetapkan.
‘Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman D1s1p11n tldak hachr pada saat

penyampman keputusan Hukuman DlSlphn keputusan Hukuman D131phn

‘dikirim kepada yang bersangkutan.

Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagalmana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
penyampaian keputusan Hukuman D131phn dilakukan sebaga1mana

o dlmaksud pada ayat (5).

BAB VII v
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 51
| Keputusan Hukuman D1s1p1m nngan selesa1 dljalam sejak keputusan tersebut
berlaku. - . -
_ Pasal 52
‘Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada han kerja ke-15 (hma belas)

sejak keputusan diterima. »
Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman D1s1p11n tidak hadir pada saat |

penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin - |

berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal

- diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS
yang bersangkutan. _ ;
Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik

berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan
keputusan Upaya Admmlstratlfnya ‘
Upaya Administratif sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) dllaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan yang mengatur
mengenai Upaya Administratif. : g

BAB VIII
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN '

. Pasal 53 :

Keputusan Hukuman Dlslphn dldokumenta31kan oleh pejabat pengelola

kepegawman pada Perangkat Daerah PNS bersangkutan




)
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Dokumen keputusan Hukuman D151p11n sebagalmana dunaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembmaan
PNS yang bersangkutan.

-Pendokumentasmn keputusan Hukuman DlSlplll‘l termasuk dokumen

pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait
dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam s1stem yang tenntegra31
dengan Slstem Informa31 ASN.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penurunan _]abatan setlngkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tlngkat /
eselonisasi.

Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah

selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi
Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat L

1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang -
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat leb1h rendah
selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia
lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.
Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi
Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
tanpa melalui pengangkatan dalam Jabatan serta pelantlkan dan
pengambilan sumpah/janji.

Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan nggl d1_]atuh1'
Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan
Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima

puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan dlberhentlkan‘

dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana. -

Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman D1s1p11n
berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana
selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhaukan ketersedlaan Jabatan
dan kesesualan kompetensmya L
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Pasal 55 |

PNS yang sedang menjalam Hukuman D131p11n tmgkat sedang atau tingkat
berat tidak dapat dipertimbangkan kenaxkan gajl berkala dan kenalkan |
pangkatnya.

PNS yang sedang menjalani Hukuman Dlslphn dan melakukan
Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin. = .= |
PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apablla yang bersangkutan
kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin

_yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya

dianggap selesa_l dan PNS yang bersangkutan hanya menjalam Hukuman -
DlSlplln yang terakhir dijatuhkan kepadanya. :

PNS yang sedang menj jalani Hukuman Disiplin, apab1la yang bersangkutan
kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin -
yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan ‘harus rnen]alam
Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai
dilanjutkan dengan Hukuman Dlslphn yang terakhlr dl_]atuhkan
kepadanya. :
PNS yang dijatuhi Hukuman D1s1p1m berupa penurunan Jabatan setmgkat
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam
jabatan yang baru ditetapkan dengan keputusan PeJabat Pembma :
Kepegawaian. = : ‘

Pasal 56

Hasﬂ pemenksaan unsur pengawasan dan/ atau un1t yang mempunya1 "
tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara

, pemenksaan atau menjatuhkan Hukuman. Dls1p11n terhadap PNS yang L

diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara,

maka atasan langsung atau tim pemenksa wa_]lb berkoordlnas1 dengan o

aparat pengawas intern pemerintah.
Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuktl aparat

~ pengawas - intern - pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina

Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum :

Pasal 57

" Apabila PNS masih menjalani Hukuman D1s1phn karena melanggar

kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan -
melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagl, maka kepada yang

v ,bersangkutan dijatuhi hukuman yang 1eb1h berat dan sisa hukuman yang

harus dijalani dlanggap selesa1 dan berlanjut dengan Hukuman Dlslphn
yang baru ditetapkan.

Pelanggaran terhadap kewa_]lban Masuk Kelja dan menaati ketentuan j jam

‘kerja dihitung secara kumulauf sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu

mulai bulan Januari sampa1 dengan bulan Desember tahun yang
bersangkutan ‘ : : :
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Pasal 58

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan |
Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Admlmstratlf tldak dapat
disetujui untuk pindah 1nstans1 ‘ ‘ o

(1)

()

Pasal 59

Ketentuan Peraturan Bupat1 ini mutatis mutandls berlaku untuk calon
PNS.

‘Calon PNS yang dijatthi Hukuman DlSlplln tmgkat sedang atau tingkat

berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan
diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai calon PNS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. ‘ | | |

| BABX
KETENTUAN PERALIHAN
- ‘Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku

a.

b.

BPPHD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupat1 ini berlaku harus -
disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan
Bupat1 ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dlnyatakan‘
tetap berlaku;

Pelanggaran Disiplin yang dilakukan - sebelum berlakunya Peraturan

Bupati ini dan belum dilakukan pemenksaan, maka berlaku ketentuan

dalam Peraturan Bupati ini;

- Pelanggaran Disiplin yang telah d1lakukan pemenksaan sebelum

berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemenksaan tetap berlaku

dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupat1 ini;

penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa

1. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)

‘selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu). tahun; SRE
2. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin
berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

' 3. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)‘ |

selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman. Disiplin
. berupa penurunan pangkat setmgkat lebih rendah selama 1 (satu)
. tahun; ‘ : ‘

| sampa1 dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

gajl, t.un_]angan, dan fasﬂltas bagi PNS mu1a1 berlaku
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 13)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

itetapkan di Singaparna

IS DAERAH
TASIKMALAYA,

ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 155




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR  : 154 TAHUN {02 \ |

TENTANG : TATA' CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
\ - PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA ‘

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR - |

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dllakukan oleh Sdr NIP_.
- jabatan ... , maka perlu dilakukan pemeriksaan. = R

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman d1$1p]m sedang atau
berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
a. Atasan Langsung
Nama :

NIP
- Pangkat
Jabatan -

b. Unsur Pengawasa.n
~Nama

NIP
Pangkat
Jabatan

.¢. Unsur kepegawalan
Nama

NIP
Pangkat -
Jabatan

d. Pejabat lain yang ditunjuk:
Nama

NIP
- Pangkat
- Jabatan

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
‘pada tanggal

JABATAN
Ttd.
,, NaMA
Tembusan Yth.: o

1.
2.



B.

*)

FORMAT SURAT PANGGILAN
RAHASIA -
. SURAT PANGGILAN I/n*
NOMOR % ceeeeeieeereesseseeseseseessesesaeen
Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara
NamMa 1 et ereeee st rre s s easessnnssansnns
NIP 5 i e e e nr et seee e seee
Pangkat = 1 e et it een s e e et s asesianainbans
Jabatan = e e ree et es st e sunans
1055130 1€ o - SRR SN
untuk menghadap kepada:
Nama D eterecseseciiesnceseciorannsesionsens reeeececessonsrnsasnsessanns
NIP A U O P PP
Pangkat  : ... ceeenneas eeteeeeeereeeeeeeesnnnies ceevereneres redeeeeens
Jabatan D etteerreeresereeresessessssesssssssessssnnransrnnsartaaarraaaaaane
- Pada : | , o ‘ ,

Hari H O PP AP e ireetiioneatanrianes
Tanggal D vveerereenneneees eeeseeereseentnnnnrannnnes eerernneeeeenns
Jam S OO
Tempat D reveteesreesssersuerabeiienssanniennnsiiinien veaneraie evreenes .
untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin.....coiviiiieciiineenena: )
Demikian untuk dllaksanakan

AtaSan langsung/ Ketua Tim Pemériksa*) "

NAMA  ..oiiceeieeireneeaagaciassucsineasnensass

NIP  ieiiiriciceiisinecensririiasacnnens

Tembusan Yth.:
Coret yang tidak perlu.

**) Pelanggaran disiplin yang d1duga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan




FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA' ,
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : .....cceenenit

Pada hari ini .......... ' tanggal ....bulan....... tahun...... saya/ Tim Pemeriksa yang -
terdmdan*) S Lo e
1. . Nama

NIP

-Pangkat

Jabatan
2. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan
3. Dst. '
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Tasikmalaya
Nomor: ......ccoiimveennnee Tanggal ..................... *) telah melakukan pemenksaan‘ ‘
terhadap : e o R AN
- Nama

NP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal .... , ayat ..., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemenntah

Nomor 94 Tahun 2021 tentang D131p11n Pegawa1 Negeri Slpll
1. Pertanyaan

.............................................................................................................

2. Pertanyaan

...............................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Dst
Demikian Berita Acara Pemeriksaan 1m d1buat untuk dapat d1gunakan '
sebagalmana mestinya. . -

.................... ,...-...-..--....-o---.........-o--

Yang Diperiksa - Nama PeJabat yang Memenksa/T1m '
Nama : Pemeriksa)* '
NIP S Nama :

Tanda Tangan: NIP

Tanda Tangan:
Nama :

NIP ‘

| Tanda Tangan: -
Dst. :

)* Coret yang tidak perlu




FORMAT HASIL PEMERIKSAAN

Kepada th. ‘

G woverernrresssssnsenrresssssseseessessssens
RAHASIA o
Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan has11 pemenksaan
pada hari .................. , tanggal ........c...... , bulan . ......... ... , - - tahun
R ITTTTR , saya/ Tun Pemeriksa *) telah melakukan pemenksaan terhadap
Nama
NIP
- Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:
Bentuk Waktu | Tempat | Faktor yang | Faktor yang | Dampak

Pelanggaran Memberatkan | Meringankan | Perbuatan

1. Yang bersangkutan  terbukti melakukan  pelanggaran  disiplin -
L dedseiseseasseiescesneenaaiacnns ., sehingga dxrekomendas1kan untuk dl_]atuhl Hukuman o

DESIPIN o.ouiiiieeiieieeieinernensssieeieesesreeeessssssnnssesessssessonsssnssnssbnsssesssnnsessnsnsnseios
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman d1s1p1m kepada PNS tersebut
diatas merupakan KEWENangan ......ccccceceeeeeesneeerereeesanssssesenensees *k),
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemenksaan

- terhadap PNS yang bersangkutan untuk d1gunakan dalam penetapan keputusan

penjatuhan Hukuman Disiplin.
Dekalan disampaikan untuk d1pergunakan sebagmmana mestmya

- Yang melaporkan ‘-
(Atasan langsung/ Ketua Tlm Pemenksa) *)

NAMA Li.iiiiiiiiueetensnssasosasosasssssssasis
TNIP  ciieeieiieieieiesearresrniionieesesatanatne
Tembusan Yth.:
1.
2.

*) ' Coret yang tidak perlu.
**) Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.




E.

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA' ‘DARI  TUGAS

JABATANNYA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

RAHASIA

- NOMOR: ........... revenane -

...........................

: ‘bahwa untuk kelancaran  pemeriksaan terhadap Sdr.

.......................................... UNIP. coviiiitiiiesasieisesesssiaanins
atas dugaan pelanggaran d151p11n terhadap Pasal ....... y
ayat ....... , huruf ....... , angka ....... _** Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa
hukuman disiplin tingkat berat, perlu’ menetapkan
Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari ’I‘ugas B
Jabatannya, : R

2. Undang—Undang Nomor -5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang ‘
‘ D1s1p11n Pegawai Negeri Slpll SRS :

S. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
‘Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
D1s1p11n Pegawai Negeri Slpll

:. Membebaskan sementara dan tugas Jabata_n Saudara

Nama

NIP -

Pangkat

Jabatan ‘ ‘
terhitung mulai tanggal ceeeesestsessienessy - .Sampal
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang

- bersangkutan diduga- melakukan perbuatan ‘yang
. 'melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ..., angka .-

.., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas
jabatannya sebagalmana tersebut pada Diktum KESATU,

- kepada Sdr. ..... iaereseieiiisastrieasnnses tersebut tetap -

diberikan ' hak-hak kepegawmannya sesua1 ‘ketentuan
peraturan perundang-undangan '




KETIGA .  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung/Pejabat yang
Lebih Tinggi
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